BUPATI MAGETAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai

Mengingat

B

dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar
kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran
berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun
Anggaran 2013;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a,
perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi
Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar



dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730 );

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan
Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614),

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2972);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694 );

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2004
Nomor 5), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6
Tahun 2007 ( Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun
2007 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
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(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor
8);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun
2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tahun 2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2011
tentang Dana Cadangan Kabupaten Magetan (Lembaran
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 5);
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2011 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2012 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2012 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun
2012 Tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor
18);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 16 Tahun
2012 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan
Daerah Air Minum Lawu Tirta Tahun 2013 (Lembaran
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor
25);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2013
Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tahun 2013 Nomor 1);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN
dan
BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula
berjumlah Rp. 1.190.679.027.900,00 bertambah sejumlah Rp.
119.595.059.990,64  sehingga menjadi Rp. 1.310.274.087.890,64 dengan
rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
a. Semula Rp. 1.136.438.139.545,00
b. Bertambah Rp. 80.890.293.071,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 1.217.328.432.616,00
2. Belanja
a. Semula Rp. 1.190.679.027.900,00
b. Bertambah Rp. 119.595.059.990,64
Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 1.310.274.087.890,64
Defisit Setelah Perubahan Rp. (92.945.655.274,64

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 71.340.888.355,00

2) Bertambah Rp. 44.131.959.917.,64
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 115.472.848.272,64

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 17.100.000.000,00

2) Bertambah Rp. 4.110.140.148,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 21.210.140.148,00
Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Rp. 94.262.708.124,64

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Setelah Perubahan Rp. 1.317.052.850,00



Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 74.500.000.000,00
2) Bertambah Rp. 6.500.000.000,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Setelah Perubahan Rp. 81.000.000.000,00
b. Dana Perimbangan
1) Semula Rp. 862.062.848.545,00
2) Berkurang (Rp. 6.787.177.962,00)
Jumlah Dana Perimbangan
Setelah Perubahan Rp. 861.124.943.775,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1) Semula Rp. 199.875.291.000,00
2) Bertambah Rp. 75.328.197.841,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Setelah Perubahan Rp. 275.203.488.841,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak daerah

1) Semula Rp. 11.523.000.000,00
2) Bertambah Rp. 911.157.566,00
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. 12.434.157.566,00
b. Retribusi daerah
1) Semula Rp. 19.189.340.500,00
2) Bertambah Rp. 955.816.780,00
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 20.145.157.280,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1) Semula Rp. 4.000.000.000,00
2) Berkurang ( Rp. 457.580.966,00)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan Setelah Perubahan Rp. 3.542.419.034,00
d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1) Semula Rp. 39.787.659.500,00
2) Bertambah Rp. 5.090.606.620,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah Setelah Perubahan Rp. 44.878.266.120,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan :



a. Dana Bagi Hasil

1) Semula Rp. 54.261.087.545,00
2) Berkurang ( Rp. 937.904.770,00)
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp. 53.323.182.775,00
b. Dana alokasi umum
1) Semula Rp. 761.637.391.000,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan Rp. 761.637.391.000,00
c. Dana alokasi khusus
1) Semula Rp. 46.164.370.000,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan  Rp. 46.164.370.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan Rp. 0,0C
b. Dana Darurat
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah / (Berkurang) ' Rp. 0,00
Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan Rp. 0,0C
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
1) Semula Rp. 39.920.920.000,00
2) Bertambah Rp. 15.391.427.869,00

Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan Rp. 55.312.347.869,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 151.294.617.000,00
2) Bertambah Rp. 59.864.407.500,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Setelah Perubahan Rp. 211.159.024.500,00
e. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Dari Pemerintah Daerah Lainnya
1) Semula Rp. 8.622.505.000,00
2) Bertambah Rp. 50.000.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan Dari Provinsi
Atau Dari Pemerintah Daerah Lainnya
Setelah Perubahan Rp. 8.672.505.000,00



(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud

f. Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat
Setelah Perubahan Rp. 0,00
g. Pendapatan Lainnya
1) Semula Rp. 37.249.000,00
2) Bertambah Rp. _22.362.472.00
Jumlah Pendapatan lainnya Setelah Perubahan Rp. 59.611.472,00
Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung
1) Semula Rp. 850.821.231.429,00
2) Bertambah Rp. 65.100.164.790,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp. 915.921.396.219,00

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 339.857.796.471,00
2) Bertambah Rp. 54.494.895.200,64
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp. 394.352.691.671,64

terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja pegawai

pada ayat (1) huruf a

1) Semula Rp. 747.568.984.318,00
2) Bertambah Rp. 62.231.494.790,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 809.800.479.108,00
b. Belanja bunga
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan Rp. 0,00
c. Belanja subsidi
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan Rp. 0,0C
d. Belanja hibah
1) Semula Rp. 40.556.869.000,00
2) Bertambah Rp. 1.461.180.000,00
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp. 42.018.049.000,00
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e. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp. 8.056.730.000,00
2) Bertambah Rp. 419.300.000,00
Jumlah Bantuan Sosial Setelah Perubahan Rp. 8.476.030.000,00
f. Belanja bagi hasil
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp. 0,0C
g. Belanja bantuan keuangan
1) Semula Rp. 52.588.648.111,00
2) Bertambah Rp. 988.190.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan
Setelah Perubahan Rp. 53.576.838.111,00
h. Belanja tidak terduga
1) Semula Rp. 2.050.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga
Setelah Perubahan Rp. 2.050.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp.  25.369.502.500,00
2) Bertambah Rp. 3.070.504.954,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 28.440.007.454,00
b. Belanja barang dan jasa
1) Semula Rp. 169.535.597.179,00
2) Bertambah Rp.  26.287.895.660,64
Jumlah Belanja Barang dan Jasa
Setelah Perubahan Rp. 195.823.492.839,64
c. Belanja modal
1) Semula Rp. 144.952.696.792,00
2) Bertambah Rp. 25.136.494.586,00
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp. 170.089.191.378,00
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari -
a. Penerimaan

1) Semula Rp. 71.340.888.355,00
2) Bertambah Rp. 44.131.959.917.,64
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 115.472.848.272,64
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b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 17.100.000.000,00
2) Bertambah Rp. 4.110.140.148.,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 21.210.140.148,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya

1) Semula Rp. 48.840.888.355,00
2) Bertambah Rp. 44.131.959.917.64
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya
Setelah Perubahan Rp. 92.972.848.272,64
b. Pencairan dana cadangan
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan
Setelah Perubahan Rp. 0,0C
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Setelah Perubahan Rp. 0,0C
d. Penerimaan pinjaman daerah
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah
Setelah Perubahan Rp. 0,0C
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
1) Semula Rp. 11.500.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Setelah Perubahan Rp. 11.500.000.000,00
f. Penerimaan piutang daerah
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah
Setelah Perubahan Rp. 0,0C

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pembiayaan :
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a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan
Setelah Perubahan Rp. 0,0C
b. Penyertaan modal/investasi pemerintah daerah
1) Semula Rp. 5.400.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
Setelah Perubahan Rp. 2.923.684.400,00
c. Pembayaran pokok utang
1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah Rp. 4.110.140.148,00
Jumlah Pembayaran Pokok Utang
Setelah Perubahan Rp. 4.110.140.148,00
d. Pemberian pinjaman daerah
1) Semula Rp. 11.700.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan
Obligasi Daerah Setelah Perubahan Rp. 11.700.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri

dari :

1. Lampiran]l Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan
Kegiatan,;

S. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
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6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini;

8. Lampiran VIIIDaftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran

pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 29 Oktober 2013

UPATI MAGETAN,

MANTRI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 29 Oktober 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2013 NOMOR 10
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